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Perjanjian Dagang RI-AS
Tunggu Ratifikasi DPR

Pemerintah akan lebih dulu membawa perjanjian dagang RI-AS ke DPR untuk proses
ratifikasi. Ada dorongan agar perjanjian dikaji ulang demi menjaga kedaulatan Rl

JAKARTA, KOMPAS — I'emerintah
memastikan  kesepakatan da
gang timbal halik Indonesia dan
Amerika Serikat akan divatifi
kasi i DPR sebelum berbako
cfeltif. Substansi  porjatjian
masih akan dibahsas lehih kanjut,
termasuk mencrima masukan
dari NPR, Pemerintah dan PR
diingatkan  untuk  mengkaji
ulang perjanjian tersehut agar
kepentingan  nosional  dan
kedlalatan hangsa tidak diru-
gikan dalam hubungan dengan
AS

Presiden Prabown Subianto
dan Presiden AS Donald Trump
menandatanganl  kesepalkatan
clayanys timbal halik (agreement
ot reciprocal trade/ ART) pada
19 Februari 20246, He irkan
Pasal 75 ART,  porjaujian
hary herlaku 90 hari selelsh
kedwa negar saling bertular
pemberitahuan tertulis halwa
selurih prosedur hukum do
mestik - masing-masing  telah
TEITHLILE,

Menteri Komunikasi dan Di-
gital  (Menkomdigl)  Meutya
Hafid, seusai rapat kerja dengan
Romisi 1 DPR i Gedung
Parlemen,  Jakarta,  Senin
(I8%/5/2026), mengatakan, ART
haru akan herlaku setelah dira-
tifikasi DPH. Pemerintab, me
nurut dia, akan lebih  dulu
membawa perjanjion tersebut
ke DPR untuk proses matifikasi,
Setelah itu, masih ada masa
tungsu selama 90 hari sebelum
perjarjian cfektif berlaku.

“Jadi, ini masih ddalam pem-
bahasan. Detail detailnva nanti
akan kita dalami lehih lanjut,
termasil mencering masakan
dari DK dalam proses ratifi-
kasi agrecment on recipreal
{rnde,” wjar Meutya,

Komisi | DPR pada Scnin
(18/5) mengelar rpat kerja de-
ngan Menkemdigh itk men
ihalami saliah sato substansi da-
larn ART, khususnya terkait de
ngan perdagangan digital dan
transfor data.

Meutys menjelaskan, keten-
tuar dalan ART, terutama Pa
sal 32, perly dicermati secara
utuh karena hanya mengator
pertukaran data dalam konteks
perdagangan digital “Jadi cng
wak henar pemerintah mens
transfer data pendudule I ti-
ik hetul,” fegas Meutys,

Menurat dia, pertukaran data
antarpelaky usaha memang di-
mungkinkan dalam  kerangka
P hismis, Namun, keten-
al 3.2 tetap men-
syaratkan kepatuhan terhadap
regulasi vang berlaku di Indo
nesia, termasuk  Undang-Un-
dang Pelindungan Data Pribads
(11,

"Nah, kesiapan  mengenai
lembaga PP sudah kami hahas
bersama DPR babwa pemerin-
tah terus herkoordinasi inter-
nal, khususnyva Kemenkomdigl,
Kementerian Sekretaris Nega-
ra, serta Kementerian Pendava-
gunaan Aparatur Megars dan
Leformasi Birokrasl, untuk ke-

muilian hisa dilskukan perce-
patan terhadap pembentukan
hadan PDE ujar Meutys,

1a belum dapat menmstikan
Farget - wakiu pembentukan
lembaga PO karena proses ters
sehut melhatken  koordinasi
linntas kementerian din lemba
i, e pida dengan staran
furmman Undang-Undang PDE
yang hinggs kini masib dalam
proses penyusina. "Nanti ka
mi sakan laporkan dehih lanjut,”
kata Meutya,

Ta menilai, ART justns hadic
bl mengatar praktik pertu
Faran data yang selama ini su-
daby berlangsung, terutama ke
tikt  konsumen  Indonesia
menggunakan platform digital
asal AS yang pusat datanya her-
adoydi luar negeri Jika ART
diratiikasi, mereka juga haros
mematubi ULT PDE

“Jadi, ini justra menguatkan
perlindungan konsumen  vang
saat ini memang melakukan
atan memberikan konsen atau
izin datanva dipakai oleh plat-
forme-platform dari AS" kata
Meutya

Menunggu kejelasan
Menteri Kevangan Purbaya
Yudhi Sadews, saat ditemui di
Fanpkalan Udara TN AL Ha-
lim Perdanakusuma, Jakarta,
Senin (18 menegaskan bah-
wa kehijakan tarif resiprokal
wing telah ditandatangani sejak
9 Februari lalu belum dapat
ditmplementasikan  seponuh

nyi, Hingga saat ini, pemerin-
tili mhasih menunggu kejelasan
dan kepastian hukom ferkait
repulasi serupa di AS.

Furbegu menjelaskan hahwa
hambatan utoma di negara
mitra tersehul terjadi karenn
adanya putusan dari Mabkumah
AgungtAS  (Supreme Court],
Kondisi  hukum di AS
tersehut memhust aturan pen-
dukang di tingkat slobal belum
tersedia secara penub antuk di-
adopsi.

I AS storan it helum fer-
sedia sepenhiyn Karena ada
putusan Mahkamah Agung me-
reka yang menyatakan tidak bo
Teh,” nijarnva,

Moeskipun sudab  melewati
mass W hari gejak diteken dan
Impiementasinyga masih terta
han dinamika glohal, Purbaya
menilai posisi Indonesia tidak
dirugikan, Secara prinsip, atur-
it ini sebenariva bisa langsung
dieksekusi sambil memantan
bagaimana pencrapan il kebi-
Jakan tersehut oleh negara mit-
ra di lapangan.

“Kita seharusnya mengikuti
AS tetapd kalau mcnurut sava,
sih, kita tidak rugi dan seha-
rusnva bisa dicksckusi lang
sung, Mamun, kita tunggo di
sana seperti apa jalannva ™ kata
Purbaya,

Terkait detail teknis pelak-
sanann serta koordinasi regulasi
tarif resiprokal ini, Purbaya
memint; i hal tersebut di-
konfirmasikan lebih lanjut ke

pada Menteri Koordinator Bi-
dimg Perckonomian Airanggs
Hartartn,  “Sepertinys, untuk
itw, lebih badk tanya ke Menko
Perekanemian deh, belizo lehih
tad,” wjar Purbaya.

Kompis telah menghubungi
Alrlamgen untuk meminta tang
gapan  terkait  perkembangan
ART Indonesia A% dan keter
libatan 1PH dalam pembahis-
antva. Nanan, hingen berita ini
diturunkan, Airlangga  helum
tesn berikan mespons.

Diminta mengkaji ulang

Dihubungi - secara terpissh,
Guru Besar Hulum [nternasio
mal Universitas Indonesia Hik-
mabanto Juwma meinta pe
merintah mengkaji ulang per-
janjian antara Indowesia dan
AS, Menurut dia, perjanjian ter-
sebut  berpotensi  menggerus
kedaulstan Indonesia dan he-
lum tentu dapat berlaku efeldtif
karena masih menghadapi per-
soalan hukum di AS atavpun
proses ratifikosi di parlemen
kedua negara.

Hikmahanto menvoroti pu-
tusann Mabkamah Agung AS
yang  menyatakan  Presiden
Trump tidak memiliki kewe-
nangan sepihak untuk menge-
pakan tanf impor global tanpa
persetujuan Kongres. Dalam
sistem ketatanegaraan AS, ke
wenangan pengenaan tarif ber-
ada di tangan Kongres. kecuali
ada pendelegasian tertentu ke-
pada presiden., (BOWSYA)
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